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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tuban  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat,  tanggal  lahir  :  Tuban,  10 Mei  1993   /  umur 27 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  Paket  B,  pekerjaan  xxxxx,  tempat

tinggal  di  xxxxx  xxxxxx  x,  RT.02  RW.03,  xxxx  xxxxxxx,

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,   selanjutnya  disebut

sebagai Pemohon ;

Melawan 

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 30 Agustus 1997 / umur 23 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  MA,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,

tempat tinggal di Jalan - xxxxx xxxxxx x, xxxxx RW.01, xxxx

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini

dikuasakan  kepada  SOEHERIYONO,  SH,MH,   Advokat

beralamat di Jl. Basuki Rahmat, gang Pringgading No.8 Tuban,

dengan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2020 dan didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat

Kuasa Nomor 834/Adv./XII/2020/PA.Tbn, tanggal 15 Desember

2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka

sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon dalam  surat  permohonannya  tertanggal  20  Oktober

2020  telah  mengajukan  permohonan  cerai  talak  terhadap  Termohon  yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tuban,  Nomor

2144/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 20 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai

berikut :

1. Bahwa,  pada  tanggal  23  April  2015,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  (Kutipan

Akta Nikah Nomor 0145/019/IV/2015 tanggal  23  April  2015),  dan pada

saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan

Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon

membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih

5 tahun 6 bulan;

3. Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah

hidup rukun  dan  harmonis  serta  melakukan hubungan  layaknya suami

isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak laki-laki bernama

NAMA ANAK  umur  1  tahun  11  bulan  sekarang  anak  tersebut  dalam

asuhan Termohon ;

4. Bahwa,  kemudian  ketentraman  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon  mulai  goyah  yang  terjadi  sekitar  bulan  Oktober  tahun  2018

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya

adalah Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh

Pemohon padahal  Pemohon sudah memberikan nafkah belanja  sesuai

dengan kamampuan Pemohon;

5. Bahwa,  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon  tersebut  terjadi  terus  menerus  hingga  bulan  Oktober  tahun

2020, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan

rukun dan damai,  namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon

pamit  pulang kerumah orangtua  Pemohon yang beralamatkan  tersebut

diatas;
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6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan

selama  1  minggu   dan  sehubungan  dengan  hal  tersebut  Pemohon

menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga

dengan  Termohon  dan  oleh  karenanya  Pemohon  mengajukan

permohonan talak ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar  seluruh biaya yang timbul  akibat

perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Tuban  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

-  Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama

Tuban;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila  Pengadilan  berpendapat  lain  mohon  putusan  dan  keadilan  yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,   Pemohon dan

Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha

mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui  mediasi oleh

seorang  Mediator  Non  Hakim  yang  terdaftar  di  Pengadilan  Agama  Tuban,

bernama  FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI.,  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Majelis

dengan  penetapan  tanggal  04  Nopember  2020 untuk  menjalankan  fungsi

sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau

gagal,  maka  dibacakanlah  Permohonan  Pemohon,  yang  isinya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  telah

memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa  benar  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami-isteri  sah  yang

menikah pada tanggal 23 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa benar dalam perkawinannya, Pemohon dengan Termohon telah

hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami

isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak laki-laki bernama

NAMA ANAK, umur 1 tahun 11 bulan;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar,

tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon,

Termohon tidak pernah keberatan dengan nafkah belanja yang diberikan

oleh Pemohon dan yang menjadi pokok permasalahanya adalah setelah

ibu kandung Pemohon meninggal  dunia,  Pemohon menginginkan dan

mengajak  saya  pindah  dan  kumpul  bersama  dirumah  orang  tua

Pemohon dengan tujuan agar bisa merawat bapak kandung Pemohon,

dengan  keinginan  Pemohon  tersebut  pada  dasarnya  Termohon  juga

bersedia  akan  tetapi  Temohon  akan  ikut  pindah  kerumah  orang  tua

Pemohon, bila Ibu kandung Termohon yang masih bekerja di Malaysia

datang, karena Termohon telah mendapat amanat dari Ibu kandungnya

tersebut  untuk  merawat  dan  menempati  rumahnya  tersebut,  dan  hal

tersebut juga sudah dipahami oleh Pemohon sehingga setelah menikah

Pemohon dan Termohon tinggal dan kumpul bersama dirumah orang tua

Termohon tersebut sudah selama 5 tahun, 6 bulan;

- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

- Bahwa  bersamaan  dengan  jawabannya,  Termohon  menyatakan  tidak

keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi  Termohon menuntut hak-

haknya berupa :

1. Nafkah Madliyah selama ditinggal oleh Pemohon; 

2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 

3. Mut'ah berupa emas seberat 28 gram, dan 

4. Nafkah  anak  secara  global  sebesar  Rp.50.000.000,00.(lima  puluh

juta rupiah);
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Bahwa  atas  jawaban  Termohon  tersebut,  Pemohon  mengajukan  replik

lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan penyebab

perselisihan dan pertengkarannya benar  sebagaimana yang diutarakan oleh

Termohon  dan  menjadi  jawaban  Termohon  serta  atas  tuntutan  Termohon

tersebut, Pemohon memberikan kesanggupan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

2. Nafkah anak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap

bulannya;

Bahwa atas replik lisan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik

lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan tuntutannya;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,

Nomor  0145/019/IV/2015,  tanggal  23  April  2015,  bukti   tersebut

bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi  Kartu  tanda  Penduduk  Pemohon,  Nomor

3523131005930003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil  xxxxxxxxx xxxxx,  tanggal  29  September  2016,  bukti

tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan

membenarkannya.;

B. Saksi :

Bahwa  Pemohon  juga  mengajukan  saksi-saksi  keluarga/orang  dekat

yaitu:

Saksi  I  :  SAKSI  1,  umur 69 tahun,  agama Islam,  pekerjaan xxxxxx,  tempat

kediaman di KABUPATEN TUBAN, hubungannya dengan para pihak sebagai
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Bapak Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah Bapak Kandung Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui,  Pemohon  menghadap  dipersidangan  dan

mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui,  Pemohon  dan  Termohon  suami  istri  sah,

Pemohon  dan  Termohon  membina  rumahtangga  dirumah  orangtua

Termohon  selama  kurang  lebih  5  tahun  6  bulan  dan  sudah  dikaruniai

1(satu) anak laki-laki  bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 11 bulan;

- Bahwa  saksi  mengetahui,  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak

sekitar  bulan  Oktober  tahun  2018  karena  sering  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan

bertengkar  yang  disebabkan  Termohon  tidak  mau  merawat  saksi  dan

Termohon  sering  kurang  dengan  nafkah  belanja  yang  diberikan  oleh

Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui,  sejak  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2020 yang

akibatnya Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat

tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling

mengunjungi;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi  II  :  SAKSI 2,  umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat

kediaman di KABUPATEN TUBAN, hubungannya dengan para pihak sebagai

Bapak Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah Tetangga Pemohon;
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- Bahwa  saksi  mengetahui,  Pemohon  menghadap  dipersidangan  dan

mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui,  Pemohon  dan  Termohon  suami  istri  sah,

Pemohon  dan  Termohon  membina  rumah  tangga  dirumah  orangtua

Termohon  selama  kurang  lebih  5  tahun  6  bulan  dan  sudah  dikaruniai

1(satu) anak laki-laki  bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 11 bulan;

- Bahwa  saksi  mengetahui,  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak

sekitar  bulan  Oktober  tahun  2018  karena  sering  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan

bertengkar  yang  disebabkan  Termohon  tidak  kerasan  tinggal  bersama

Pemohon  dirumah  orang  tua  Pemohon  demikian  juga  Pemohon  tidak

kerasan tinggal bersama Termohon dirumah orang tua Termohon karena

ingin merawat bapak kandungnya;

- Bahwa  saksi  mengetahui,  sejak  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2020 yang

akibatnya Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat

tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling

mengunjungi;

- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap  keterangan  para  saksi  tersebut  diatas,  Pemohon dan

Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti,  baik  bukti-

bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  dan  Termohon  memberikan  kesimpulan

lisan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal

sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada

pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM KONPENSI

Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu  akan  dipertimbangkan  apakah

Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Pemohon memiliki

legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal  49 Undang-Undang Nomor  7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang

beragama Islam antara lain dalam perkara permohonan Cerai Talak;

Menimbang,  bahwa  dalil  permohonan  Pemohon  yang  mendalilkan

Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri,  beragama  Islam  dan  telah

melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana bukti P.1

yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan bermaksud menceraikan isterinya,

oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  66  ayat  (1  dan  2)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009,  seorang suami  yang beragama Islam yang

akan  menceraikan  isterinya  mengajukan  permohonan  untuk  mengadakan

sidang  guna  menyaksikan  ikrar  talak  kepada  pengadilan  yang  daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri); 

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  dalil  permohonan  Pemohon  yang

tidak dibantah oleh Termohon, domisili Termohon adalah xxxxx xxxxxx x, xxxxx

RW.01, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu

perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka

Pengadilan  Agama  Tuban  berwenang  baik  secara  absolute  maupun  relatip

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  peraturan  perundangan

sebagaimana telah dipertimbangkan di  atas,  seorang suami  yang beragama

Islam  yang  akan  menceraikan  isterinya  mengajukan  permohonan  untuk

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  permohonannya  mendalilkan

bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam

dan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  dan

bermaksud untuk  bercerai  dengan Termohon,  oleh karena itu  majelis  hakim

berpendapat  Pemohon  memiliki  kapasitas  hukum  (legal  standing)  sebagai

Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  mengusahakan  perdamaian

namun  tidak  berhasil,  dan  telah  diupayakan  perdamaian  melalui  Mediasi,

dengan  mediator  bernama  FARUQ  ABDIL  HAQ,  S.HI.,M.HI,   mediator

bersertifikat  yang terdaftar  pada Pengadilan Agama Tuban,  akan tetapi  juga

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  bahwa  Pemohon  dan

Termohon  adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 April

2015;

Menimbang, bahwa  dalam jawabannya Termohon tidak membantah dalil

permohonan Pemohon di atas;   

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya  tersebut

Pemohon  mengajukan  bukti   P.1  yang  berupa  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

0145/019/IV/2015 tanggal  23 April  2015,   yang dikeluarkan KUA.  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah

kebenarannya  oleh  akta  autentik  dan  atau  alat  bukti  lainnya  sehingga

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  terbukti  antara

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam

suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon

dan Termohon sejak Oktober 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh

Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan

kamampuan Pemohon dan sebagai akibatnya Pemohon dan selama itu mereka

sudah tidak pernah saling mengunjungi;

         Menimbang,  bahwa terhadap dalil  permohonan Pemohon tersebut,

Termohon  mengajukan  jawaban  lisan,  yang  pada  intinya  membantah  dalil

Pemohon  tersebut  dan  menyatakan  bahwa  penyebab  pertengkaran  dan

perselisihan  tersebut  adalah bukan  sebagaimana  yang  didalilkan  oleh

Pemohon,  Termohon  tidak  pernah  keberatan  dengan  nafkah  belanja  yang

diberikan  oleh  Pemohon  dan  yang  menjadi  pokok  permasalahanya  adalah

setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, Pemohon menginginkan dan

mengajak  saya  pindah  dan  kumpul  bersama  dirumah  orang  tua  Pemohon

dengan tujuan agar bisa merawat bapak kandung Pemohon, dengan keinginan

Pemohon  tersebut  pada  dasarnya  Termohon  juga  bersedia  akan  tetapi

Temohon  akan  ikut  pindah  kerumah orang  tua  Pemohon,  bila  Ibu  kandung

Termohon  yang  masih  bekerja  di  Malaysia  datang,  karena  Termohon  telah

mendapat amanat dari Ibu kandungnya tersebut untuk merawat dan menempati

rumahnya  tersebut,  dan  hal  tersebut  juga  sudah  dipahami  oleh  Pemohon

sehingga  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  dan  kumpul

bersama dirumah orang tua Termohon tersebut sudah selama 5 tahun, 6 bulan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  Jawaban  Termohon,  Pemohon  telah

menyampaikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan

semula;

         Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan

Duplik  secara lisan dalam persidangan tersebut,  yang pada pokoknya tetap

pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  merupakan

rangkaian  dalil  yang  pada  pokoknya  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan

keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk

diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i  terhadap Termohon;
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Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil  permohonan Pemohon

tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat

bahwa  permohonan  Pemohon  mengisyaratkan  didasarkan  pada  ketentuan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu  adanya perselisihan dan pertengkaran

terus  menerus antara  suami  istri  dan tidak  ada harapan lagi  untuk  kembali

rukun;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  Termohon  tidak  membantah

adanya  pertengkaran  dan  perselisihan  sebagaimana  dalil  permohonan

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di atas

Pemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  yang diajukan oleh Pemohon masing-

masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  bantahannya  Termohon

tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  bukan

orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang

seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi

syarat formil saksi;

Menimbang  bahwa dari  segi  materi  keterangannya,  keterangan  saksi

berdasarkan atas penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan

pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh

karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.

Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan
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Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka

keterangan saksi –saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Pemohon menerangkan bahwa

Pemohon dan Termohon sudah sejak Oktober tahun 2020 sampai sekarang

(kurang lebih 2 bulan)  yang lalu  tidak berkumpul  dalam satu  rumah tempat

tinggal akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya; 

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh

Pemohon  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalil  permohonan  Pemohon  didukung

dengan bukti yang cukup, maka dalil permohonan Pemohon di atas dinyatakan

benar dan terbukti adanya bahwa kehidupan rumahtangga  Pemohon dengan

Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah

tempat tinggal lebih kurang selama 2 bulan lamanya; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan dalil-dalil  Pemohon yang dihubungkan

dengan  bukti-bukti  yang  diajukan  Pemohon  dalam persidangan  yang  saling

bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  sah yang menikah

pada tanggal  23 April  2015 dan sudah dikaruniai  1(satu)  anak laki-laki

bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 11 bulan;

2. Bahwa telah  terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan

Termohon, yang mengakibatkan sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai

sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam satu rumah

lagi;

3. Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal,  antara  Pemohon  dan  Termohon

sudah  tidak  terjalin  komunikasi  yang  baik  dan  bahkan  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak mengunjungi;

4. Bahwa antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  dirukunkan,  akan  tetapi

tidak berhasil; 
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Menimbang,  bahwa fakta  hukum yang  telah  dirumuskan  di  atas,  perlu

dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak

pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini : 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  sah,

antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  berselisih  dan  bertengkar  terus

menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon  sudah

tidak harmonis;

Menimbang,  bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

merupakan  indikator  hilangnya  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  diantara  suami

isteri  serta  pertanda  kehidupan  rumah  tangga  sudah  hancur  berantakan,

sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun

rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang,  bahwa  hancur  dan  retaknya  rumah  tangga,  merupakan

gambaran dari sebuah rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan

lagi  ketenangan,  ketentraman  dan  kedamaian,  sehingga  harapan  untuk

mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api,

sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal

dimana sudah tidak terjalin lagi  komunikasi  yang baik layaknya suami isteri,

menunjukkan  bahwa  diantara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  dapat

mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri  dengan

baik;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum  perkawinan  suami

isteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-UndangNomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan  suami  isteri  harus  mempunyai  tempat  kediaman

tetap. Hal ini dimaksudkan agar bisa suami isteri dapat menjalankan tugas dan

kewajiban serta memperoleh hak masing-masing  sebagai suami isteri, kecuali

ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang,  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolok  ukur

rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

suami  isteri,  oleh  karena  itu  fakta  hukum  adanya  pisah  tempat  tinggal

merupakan  bentuk  penyimpangan  dari  konsep  dasar  dibangunnya  lembaga
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perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan

rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan tidak ada lagi

komonikasi  antar  mereka  padahal  yang  demikian  itu  dapat  dilakukan,

menunjukkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis, proses interaksi yang

kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif  serta jauh dari

suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  dirukunkan  akan

tetapi  tidak  berhasil,  hal  ini  menunjukkah  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  telah  pecah  sedemikian  rupa  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup

rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang,  bahwa nilai  asasi  yang  harus  diemban oleh  suami  isteri

adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram

dan damai;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  petitum

permohonan Pemohon sebagai berikut :

Petitum Nomor Satu;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  163  HIR

Permohonan Pemohon akan diterima dan dikabulkan apabila telah memenuhi

syarat  formil  dan  materiil  surat  permohonan  dan  akan  di  kabulkan  apabila

Pemohon berhasil membuktikan kebenaran dalail permohonannya;

Menimbang,  bahwa oleh  karena permohonan Pemohon telah  terbukti

memenuhi  syarat formil  dan materil  surat permohonan,  maka dapat diterima

untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Nomor Dua;

Menimbang,  bahwa  apabila  dikaji  secara  mendalam  tujuan  syariah

(maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan
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bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan

dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai

alasan perceraian, dalam syariat  tidak ditentukan secara terinci  dan limitatif,

akan tetapi dapat ditemukan melalui  hasil  ijtihad atau pemahaman fikih atau

peraturan perundang-undangan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  39  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu  untuk  melakukan  suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Selanjutnya  dalam  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum  lslam  menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  yaitu  adanya

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada

harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya  alasan  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terus menerus;

2. Perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan  suami  istri  sudah

tidak ada harapan untuk  kembali rukun;

3. Pengadilan  telah berupaya mendamaikan suami istri  tapi  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  hukum  yang  terjadi  dalam  rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sehingga  dipandang  telah  memenuhi

unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya  alasan  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus;
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Menimbang,  bahwa  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  secara

terus  menerus  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  indikator  bahwa

terjadi disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  disharmoni  dalam

sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut  juga  azzawwaj  al-maksuroh

atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan

keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (phsysical

cruelty),  akan tetapi  termasuk juga kekejaman mental  (mental  cruelty)  yang

menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  untuk

dipergauli dengan baik, dicintai dan dihormati (mu’asyarah bil ma’ruf) sehingga

meskipun  tidak  terjadi  pertengkaran  mulut  atau  kekerasan  fisik  maupun

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

berlangsung kekejaman mental  seperti  difitnah,  dihina  diejek  dan dikhianati,

maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang,  bahwa sebagaimana telah  dipertimbangkan di  atas  telah

terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah

terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut  maka Majelis

Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk  kembali rukun;

           Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini,

Pemohon  telah  menunjukkan  sikap  dan  tekadnya  untuk  bercerai  dengan

Termohon,   dan  tidak  sanggup  lagi  untuk  rukun  dengan  Termohon  sebagai

suami  isteri,   sampai  ketika putusan ini  hendak dibacakan,  atas pertanyaan

Majelis Hakim  Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi  rukun sebagai

suami  isteri  dan  tetap  melanjutkan  perkaranya;  padahal  Mediator,  Majelis

Hakim dalam setiap  persidangan senantiasa menyarankan dan menasehati

agar  rukun  kembali  sebagai  suami  isteri;  Andaikan  Pemohon  masih  dapat

dirukunkan  tentu  mereka  akan  melakukan  ishlah  dan  Pemohon  mencabut

perkaranya, namun ternyata Pemohon tetap tegar dengan keinginannya untuk

bercerai dengan Termohon;
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           Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh

ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami isteri

untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah berpisah tempat tidur dan

atau tempat tinggalnya kemudian  salah satu dari pihak suami atau isteri sudah

tidak mau lagi mempertahakan perkawinannya dan mengajukan permohonan

atau gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen

kedua  belah pihak untuk  mempertahankan ikatan lahir  batin  sebagai  suami

isteri (ikatan perkawinan) telah tiada, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak

mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan,  meskipun salah satu pihak

masih  menginginkan  untuk  rukun.  Apabila  perkawinan  seperti  ini  tetap

dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perceraian akan tetap selalu

berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  tindakan  Pemohon  dan

Termohon  yang  sudah tidak  berkumpul  dalam satu  atap  dalam waktu  yang

cukup lama tersebut dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai

adalah  sesuatu  yang  tidak  wajar  dalam  sebuah  keluarga  yang  rukun  dan

harmonis,  oleh karena karenanya  Majelis  Hakim berpendapat  rumah tangga

keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut  maka Majelis

Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3.   Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar  rukun kembali  dengan,  namun

upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut  maka Majelis

Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  adalah

merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita

sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; 
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           Menimbang, bahwa makna ikatan lahir suatu perkawinan merupakan

perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula

bukan merupakan suami istri (orang lain);

           Menimbang, bahwa makna ikatan batin dalam perkawinan adalah ikatan

yang terbentuknya berdasarkan atas  cinta  dan kasih  yang dalam Al  Qur`an

disebut mawaddah dan rahmah dari  kedua belah pihak, antara seorang pria

dan seorang wanita.  Oleh karena itu,  untuk  memperkuat  ikatan batin  maka

hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai  sebagaimana

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

           Menimbang, bahwa  tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga bahagia dan kekal yang dalam Al Qur`an disebut sakinah sebagai tujuan

dari  masing-masing  pihak  dalam  perkawinan;  Oleh  karena  itu  di  dalamnya

terdapat  hak  dan  kewajiban  hukum  bahwa  cinta  dan  kasih  tersebut  harus

dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian

tujuan  dimaksud,  baik  tujuan  pribadi  masing-masing  pihak  maupun  tujuan

dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera  ( Pasal

30 Undang-Undang Nomor : 1  Tahun 1974 );

Menimbang,  bahwa  dimensi  kehidupan  batin  orang,  yang  dalam

perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.

Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa

pergaulan  dalam  rumah  tangga  perkawinan  (mu`asyarah)  dari  kedua  pihak

suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan

batin (cinta kasih) tasuami isteri,  pergaulan dalam rumah tangga perkawinan

(mu`asyarah) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi  pupuk bagi tumbuh-

suburnya  cinta  dan  kasih,  dan  sebaliknya,  dapat  menjadi  hama  yang

senantiasa  menggerogoti  cinta  dan  kasih  dan  mengubahnya  menjadi

permusuhan dan kebencian (al-adawah wa al baghdha`),  ketika itulah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami

istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti

itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (syiqaq, broken

marriage), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang

demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak
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maupun bagi  keluarga.  Bahkan dalam kasus tertentu  dapat  membahayakan

keselamatan  masing-masing  pihak  maupun  keluarga.  Dalam  keadaan  yang

demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan

buruk yang tidak diinginkan (saddu al dzari`ah). Jalan keluar itulah pembubaran

perkawinan  yang  di  dalam  Undang-Undang  Nomor   1  Tahun  1974  disebut

dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu

putusnya  perkawinan  dengan  perceraian  atau  dengan  putusan  pengadilan

(  Pasal 38   Undang-Undang Nomor :  1 Tahun 1974 );

           Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian

atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah

peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk

ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah

satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan yang dulu pernah terjadi dan

kini  telah  tidak  ada  lagi  sebagai  akibat  dari  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk

hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi adalah suatu perjanjian suci

(miitsaqon gholiidhon) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan

kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena itu adalah tidak perlu dan tidak

patut pecahnya rumah tangga Pemon dan Termohon ini  dibebankan kepada

kesalahan dari salah satu pihak;

           Menimbang,  bahwa  terlepas  dari  apa  yang  sesungguhnya

melatarbelakangi  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon

dan Termohon dan dari  pihak mana yang menjadi  pemicu keretakan rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon,  telah  ditemukan  fakta  bahwa  kehidupan

rumah  tangga,  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi,  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  yang

berujung  dengan  pisah  tempat  tinggal  meskipun  keluarga  para  pihak

merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara

ini  dengan  menasihati  kepada  pihak   Pemohon  agar  bersabar  dan

membatalkan  niatnya  untuk  bercerai  pada  setiap  persidangan,  namun
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Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat

Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon

dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah

pihak  yang menjadi penyebabnya. Sebab pecahnya suatu perkawinan tidak

patut  ditimpahkan  kepada  salah  satu  suami  atau  isteri  dalam  hal  dimana

perkawinan  sudah  tidak  mungkin  untuk  dipertahankan  keutuhannya.  Hal  ini

selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor:

266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999

tanggal 19 Februari 1999;  

           Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa

perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat

21 yang Artinya:  “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk

kamu  pasangan-pasangan  dari  jenis  kamu  sendiri,  supaya  kamu  tenang

kepadanya,  dan  dijadikanNya  dianta  kamu  mawaddah  dan  rahmat.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berpikir”;

Menimbang,  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah

hancur  berantakan,  jika  dipertahankan  akan  menimbulkan  kesusahan  dan

kesengsaraan  yang  terus  menerus,  hati  Pemohon  akan  selalu  diselimuti

kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,

tiada bertambahnya hari  selain bertambahnya kehancuran hati  dan pahitnya

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat

lahir dan batin;

Menimbang,  bahwa menutup  pintu  yang  menyebabkan  kesengsaraan

dan  penderitaan,  merupakan  alternatif  pemecahan  masalah  guna

menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti  hukum Islam dapat  dirumuskan dengan

kalimat   (mencapai  maslahat  dan  menolak
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mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di

dalamnya  hukum perkawinan,  adalah  untuk  kemaslahatan  dalam  arti  untuk

kebaikan,  keselamatan  dan  kebahagiaan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di

akhirat;

Menimbang,  bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan

tersebut,  karena  mudharat  yang  ditanggung  lebih  besar  daripada  maslahat

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat

bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah

tuntunan  dari  Hadits  Nabi  SAW.,  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Malik

menegaskan :

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan  maka  Allah  akan  memudharatkannya  dan  siapa
saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang,  bahwa  bertolak  dari  hadits  tersebut  dan  dihubungkan

dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat

kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh  syariat;

          Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon

sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya

dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena

tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai  suami  isteri  dengan

baik;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  mempertahankan  rumah

tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan

tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di  atas,  maka sangat  besar

kemungkinannya  dan  karenanya  patut  kiranya  dikhawatirkan  akan

menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya

hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik, seperti terjadinya

tindakan  yang  masuk  dalam  katagori  kekerasan  dalam  rumah  tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23
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Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga, Oleh

karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan,

dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

           Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  maka  majelis  hakim  berpendapat  dalil-dalil  perceraian  Pemohon  telah

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

dalam  Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  yang  sudah  tidak  ada

harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

mengemukakan  dalil  Syar’i  yang terdapat  dalam al-Qur’an  surat  al-Baqarah

ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Dan  jika  mereka  berazam  (bertetap  hati)  untuk  talak,  maka
sesunggunya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ” ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  maka  petitum

permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak

satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang,  bahwa  untuk  selanjutnya  dalam  uraian  rekonpensi  ini

Termohon  asal  disebut  Penggugat  Rekonpensi  sedangkan  Pemohon  asal

disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawaban  lisannya,  Termohon  /  Penggugat

Rekonpensi  disamping  mengajukan  jawaban  atas  pokok  perkara  juga

mengajukan gugatan nafkah dengan dalil bahwa apabila Tergugat Rekonpensi

tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonpesi, maka Penggugat

Rekonpensi  tidak keberatan asalkan Tergugat  Rekonpensi  memberikan hak-

hak Penggugat Rekonpensi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, dan Mut’ah

dan nafkah anak sebagai berikut : 
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1. Nafkah Madliyah selama ditinggal oleh Pemohon; 

2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 

3. Mut'ah berupa emas seberat 28 gram, dan 

4. Nafkah anak secara global  sebesar  Rp.50.000.000,00.(lima puluh juta

rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugat balik tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam

replik  lisannya  memberikan  jawaban  yang  pada  pokoknya  menolak  dan

keberatan dengan gugat balik tersebut dan hanya memberikan kesanggupan

sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

2. Nafkah anak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap

bulannya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  gugatan  ataupun  dalil-dalil

bantahan dari  masing-masing pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  rekonpensi  berupa  gugatan  nafkah

tersebut,  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  tentang  gugatan  nafkah

sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  gugatan  rekonpensi  tersebut  diajukan  bersama-

sama dengan jawaban konpensinya, maka sesuai dengan ketentuan  pasal 132

b ayat (1) HIR, gugatan rekonpensi tersebut  secara formil dapat diterima;

Pertimbangan Nafkah Madliyah:

Menimbang,  bahwa  Penggugat  Rekonpensi  menggugat  dipenuhinya

nafkah madliyah (lampau) selama 2 bulan tanpa menyebutkan nominalnya;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  nafkah  madliyah  tersebut,  Tergugat

Rekonpensi  dalam  repliknya  mengakui  dan  membenarkannya  bahwa  sejak

hidup berpisah  selama 2  bulan  hingga sekarang Tergugat  Rekonpensi  tidak

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  Rekonpensi  namun  Tergugat

Rekonpensi keberatan dengan adanya tuntutan tersebut karena memberatkan

bagi  Tergugat  Rekonpensi  yang  bekerja  xxxxx  Truk  angkut  tanah  dengan

penghasilan ± Rp.4.000,000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  jawaban  Tergugat  Rekonpensi

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah madliyah yang dilalaikan

atau tidak ditunaikan oleh Tergugat  Rekonpensi  adalah sejak bulan Oktober

2020 hingga sekarang sekurang-kurangnya selama 2 bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pembayaran nafkah madliyah (lampau)

tersebut,  Majelis  Hakim perlu  merujuk ketentuan pasal  34 ayat  (1)  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan

kemampuannya,  jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi  Hukum Islam :

sesuai  dengan  penghasilannya  suami  menanggung  nafkah,  kiswah,  tempat

kediaman, biaya rumah tangga,  biaya perawatan dan pengobatan bagi  istri,

kewajiban mana gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

memandang  perlu  mengetahui  ada  atau  tidaknya  perilaku  nusyuz  dari  diri

Penggugat  Rekonpensi  sebagai  istri,  maka  Majelis  Hakim  merujuk  pada

ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam, seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan

kewajiban-kewajibannya sebagai  seorang istri,  yakni  berbakti  lahir  dan batin

kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidaklah melakukan

perbuatan nusyuz yang dimaksud pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madliyah, selama istri tidak

terbukti  nusyuz maka suami  tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada

istrinya, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo  pasal  80 ayat  (2)  dan (4)  Kompilasi  Hukum Islam,

suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan

hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya,  kewajiban  suami

memberikan  nafkah  kepada  istrinya  ditentukan  sebatas  kemampuan  sesuai

dengan  penghasilannya,  oleh  karena  itu  manakala  suami  lalai  atas
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kewajibannya  maka  hal  tersebut  menjadi  hutang  baginya  dan  istri  dapat

menggugatnya melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

berpendapat bahwa gugatan rekonpensi mengenai nafkah madliyah (lampau)

beralasan  hukum  sehingga  dapat  dikabulkan  dengan  ketentuan  besaran

nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi adalah pekerja swasta yakni

xxxxx Truk angkut tanah dengan penghasilan ± Rp.4.000,000,00 (empat juta

rupiah)  perbulannya,  maka untuk  menentukan  besaran  nominal  nafkah

madliyah, Majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah

pihak serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang menurut Mejelis Hakim,

cukup adil  apabila  Tergugat  Rekonpensi  dibebani  untuk  memberikan nafkah

kepada  Penggugat  Rekonpensi,  untuk  masa  waktu  2  (dua)  bulan,  sebesar

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Tergugat  Rekonpensi  harus

dihukum  untuk  membayar  nafkah  madliyah  kepada  Penggugat  Rekonpensi

sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Iddah;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  Rekonpensi  menggugat  dipenuhinya

Nafkah Iddah selama 3 bulan berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang,  bahwa  atas  Penggugat  Rekonpensi  menggugat

dipenuhinya Nafkah Iddah selama 3 bulan berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta

rupiah)  tersebut,  Tergugat  Rekonpensi  menyatakan  keberatan  sedangkan

Tergugat  Rekonpensi  hanya mampu memberi  Nafkah  Iddah selama 3 bulan

berjumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan pasal  11 ayat  (1)  dan (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  istri  yang  diceraikan  haruslah  menjalani

masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 bulan masa tunggu

mana dalam pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;
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Menimbang,  bahwa gugatan rekonpensi  tentang  nafkah  iddah adalah

beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan

dengan ketentuan besaran nominalnya akan ditentukan Majelis Hakim; 

Menimbang,  bahwa  mengenai  besaran  nominal  nafkah  iddah  Majelis

Hakim mempertimbangkan juga dari  sosial  ekonomi kedua belah pihak serta

berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang menurut Mejelis Hakim, cukup adil

apabila  Tergugat  Rekonpensi  dibebani  untuk  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat  Rekonpensi,  untuk  menjalani  masa  tunggu  selama  sekurang-

kurangnya 90 hari atau 3 bulan,  maka Tergugat  Rekonpensi  harus dihukum

untuk  membayar  nafkah  iddah  kepada  Penggugat  Rekonpensi  untuk  masa

selama 90 hari atau 3 bulan sebesar  Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Mut’ah;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  Rekonpensi  menggugat  pembayaran

mut’ah, berupa emas seberat 28 gram;

Menimbang,  bahwa  pasal  1  huruf  j  Kompilasi  hukum  Islam

mendifinisikan mut’ah sebagai pemberian bekas suami kepada bekas istri yang

dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal

158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya

perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut’ah yang

layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri itu qobla

dukhul, kewajiban mana sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur an surat

Al- Baqarah ayat 241;

Artinya:  Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh

suaminya)  mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi

orang-orang yang bertakwa.

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  didalilkan  Tergugat  Rekonpensi  /

Pemohon  Konpensi  dalam  surat  permohonannya,  bahwa  antara  Penggugat

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya

suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, dalil mana haruslah dinyatakan
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telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

dalam keadaan ba’da dukhul;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  gugatan  Penggugat  Rekonpensi  tentang  pembayaran  mut’ah  adalah

beralasan hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan

ketentuan  bahwa  besaran  nominalnya  akan  ditentukan  sendiri  oleh  Majelis

Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum

Islam, bahwa besaran mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan

suami;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut

telah mensinergikan aspek kepatutan dengan aspek kemampuan suami dalam

penentuan  besaran  mut’ah,  namun  sesuai  susunan  redaksinya  dapatlah

difahami  bahwa  aspek  kepatutan  lebih  ditonjolkan  dari  aspek  kemampuan

suami, demikian juga Pasal 149 huruf (a) KHI mewajibkan kepada bekas suami

untuk memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang,  bahwa  makna  filosofis  dari  kewajiban  pemberian  mut’ah

tersebut  antara  lain  adalah sebagai  kompensasi  terputusnya rasa cinta  dan

hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu

kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun

moril,  dalam hal  mana kerugian semacam itu  tidak terelakkan lagi  bagi  istri

yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan

usia  perkawinan  Penggugat  Rekonpensi  dan  Tergugat  Rekonpensi,  yakni

sekitar 5 tahun, 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup patut

dan  adil  apabila  Tergugat  Rekonpensi  dibebani  mut’ah  kepada  Penggugat

Rekonpensi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat Rekonpensi harus

dihukum  untuk  membayar  mut’ah  kepada  Penggugat  Rekonpensi  sebesar

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pertimbangan biaya nafkah anak (hadlonah)
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  Rekonpensi  juga  menuntut  biaya

pemeliharaan / nafkah anaknya yang bernama NAMA ANAK BIN KASWI, umur

1 tahun 11 bulan, secara  global  sebesar  Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  biaya  pemeliharaan  anak  tersebut,

Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan sedangkan Tergugat Rekonpensi

hanya  mampu  memberi  nafkah  kedua  anak  kandung  perbulan  sebesar

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  dengan  merujuk  ketentuan  pasal  41  huruf  (b)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (4) dan pasal 105 huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah

dapat dibebani untuk menanggung nafkah anaknya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  besaran  nominal  biaya

pemeliharaan  anak,  maka  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dari  sosial

ekonomi  dan kemampuan Tergugat  Rekonpensi  serta  kebutuhan anak yang

bersangkutan,  yang  menurut  Majelis  Hakim  cukup  patut  apabila  besaran

nominal  biaya  pemeliharaan  anak  yang  harus  dibayar  oleh  Tergugat

Rekonpensi  adalah  sekurang-kurangnya  sebesar  Rp.500.000,00  (lima  ratus

ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, sampai

anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang,  bahwa oleh karena anak tersebut,  berada dalam asuhan

Penggugat  Rekonpensi,  maka  kepada  Tergugat  Rekonpensi  harus  dihukum

untuk  membayar  biaya  pemeliharaan  anak  tersebut  kepada  Penggugat

Rekonpensi;

Menimbang, bahwa agar pembayaran hak-hak Penggugat Rekonpensi

tersebut ada kepastian hukum kapan dibayarnya, maka ada alasan bagi Majelis

Hakim  menghukum  Tergugat  Rekonpensi  secara  ex  officio  agar  Tergugat

Rekonpensi  membayar  kewajiban-kewajiban  sebagaimana  terurai  diatas

kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Petitum Nomor Tiga.;
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Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang

dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang  kemudian

diubah  untuk  kedua  kali  dengan  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009,

termasuk dalam katagori Permohonann cerai, maka biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat,  pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah

untuk  kedua  kali  dengan  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009,  tentang

Peradilan Agama serta  segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberi  izin  kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan

Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

2. Menghukum  Tergugat  Rekonpensi  (PEMOHON)  untuk  membayar

kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) :

2.1. Nafkah Madiyah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

dibayar sebelum pengucapan  Ikrar Talak;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah anak

bernama (NAMA ANAK BIN KASWI) minimal Rp.500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

penambahan  10  %  untuk  setiap  tahun,  hingga  anak  tersebut

dewasa/mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 29 dari 31 halaman  .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah  Rp.617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat  permusyawaratan Majelis  pada hari

Rabu  tanggal  23  Desember  2020  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  8

Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH dan Drs. H. ABD. ADHIM, MH

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota.  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Rabu  tanggal  23  Desember  2020

Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh Ketua

Majelis  dengan  didampingi  oleh  hakim-hakim  anggota  tersebut  dan  dibantu

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh  Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua  Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. H. HAMDAN, SH Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00
2. Biaya proses : Rp  51.500,00
3. Biaya Panggilan   : Rp500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp  10.000,00
6. Biaya Meterai                    : Rp    6.000,00  

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 30 dari 31 halaman  .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

       Jumlah             Rp617.500,00 
(enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) 

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 31 dari 31 halaman  .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31


